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PUTUSAN
Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Bhn

~ ~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 27 November 1984,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jawi, 01 Desember 1993, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei

2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/V/2015 tanggal

27 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama XXxXxXXxxxx xxxxx, Kabupaten Kaur;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dengan
Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Jawi, XXXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang
bernama 1) xxxxxxxx lahir tanggal 11 Maret 2016 dan 2). xxxxxxx Lahir 10
Oktober 2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 bulan, setelah
beberapa hari dari kelahiran anak pertama, Termohon mulai sering sakit-
sakitan, vyaitu sakit gangguan Kkejiwaannya, yang pada akhirnya
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus Termohon dan upaya
pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon sudah dilakukan baik secara
medis maupun pengobatan secara tradisional;

5. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2018 Pemohon dan anak pertama kembali
kerumah orang tua Pemohondi XXXX XXXXXXX XXXXX  XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX XXXX, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang
tua Termohon di KABUPATEN KAUR;

6. Bahwa, setelah anak kedua berumur 4 tahun, orang tua Temohon
menyerahkan anak kedua tersebut kepada Pemohon di XXXX XXXXXXX
XXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX, XXXXXXXXX XXXX dengan alasan pihak keluarga
Termohon tidak mampu untuk mengurus anak Termohon tersebut,
dikarenakan Termohon juga masih dalam perawatan dan pengobatan oleh
pihak keluarga Termohon;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi, baik secara langsung maupun
tidak langsung;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas
Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan
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Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan
lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan
sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon dan Termohon telah hadir secara sendiri menghadap di persidangan,
selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan
jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun
kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, nhamun sesuai laporan Mediator (Rahmat
Yudistiawan, S.Sy.) tanggal 09 September 2020, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 23 September 2020 dan 30
September 2020, Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara Relaas
Panggilan Nomor 137/Pdt.G/2014/PA.Bhn. tanggal 24 September 2020;
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Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan perceraian dan
tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali
membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir kembali di persidangan, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/05/V/2015 tanggal 27 Mei 2015
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Kaur, telah dinazegelen, telah cocok dengan
aslinya, diberi tanda P;
B.Saksi
Saksi 1, SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon selaku istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon di Desa Talang Jawi, xxxxxxxxx Kinal,
XXXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal

bersama lagi;
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- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sudah
tidak tinggal bersama dikarenakan Termohon mengidap penyakit jiwa
yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri setelah Termohon melahirkan,
Termohon sering diam dan tiba-tiba tertawa sendiri tanpa alasan yang
jelas, setelah saksi tanyakan ke Pemohon, Termohon sedang sakit,
orang tua Termohon juga telah mengantarkan kedua anak Pemohon dan
Termohon untuk tinggal bersama Pemohon karena Termohon sedang
sakit;
- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis
maupun alternatif, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di
Bengkulu, namun Termohon belum juga sembuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 tahun;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX, XXXXXXXXX XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon selaku istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon di Desa Talang Jawi, xxxxxxxxx Kinal,
XXXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak,
dan sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sudah
tidak tinggal bersama dikarenakan Termohon mengalami sakit jiwa/stres
yang belum dapat disembuhkan;
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- Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon sering diam dan
tiba-tiba  berbicara  sendiri, tertawa sendiri, bahkan yang
mengkhawatirkan Termohon pernah memegang senjata tajam tanpa
alasan yang jelas yang pada akhirnya saksi halau untuk diamankan,
orang tua Termohon juga telah mengantarkan kedua anak Pemohon dan
Termohon untuk tinggal bersama Pemohon karena Termohon sedang
sakit;

- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis
maupun alternatif, saksi bahkan pernah mengantarkan Termohon
berobat ke RSUD Kaur, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit
jiwa di Bengkulu, namun Termohon belum juga sembubh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 tahun;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-
bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya
serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Termohon telah hadir menghadap persidangan, namun pada sidang
lanjutan tanggal 23 September 2020 dan 30 September 2020 Termohon tidak
pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, karena Termohon tidak menghadap persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak Termohon dalam
tahapan sidang, maka berdasarkan petunjuk Pasal 149 RBg. dan dari hadits
Rasulullah saw. serta dalam kitab al-Anwar juz Il halaman 149 yang sekaligus
diambil sebagai pendapat Majelis:

Jlbdlolg, (ad 3= Y ol 949 oy pld i oliwadl pLSo o oSl Il 25 o
)osilad
Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai zhalim
dan gugur haknya”;
dan dalam kitab al-Anwar sebagai berikut:

Vo lg VI ade oSally ailly o]l gloww 5Lz o5 sisl aplsi) o,liaxl s ols
)€

Artinya: “Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian
serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum untuk pemeriksaan perkara secara contradictoir atau di luar hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga, antara Pemohon dan
Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 bulan, setelah
beberapa hari dari kelahiran anak pertama, Termohon mulai sering sakit-

sakitan, yaitu sakit gangguan kejiwaan, yang pada akhirnya Pemohon sudah
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tidak sanggup lagi untuk mengurus Termohon dan upaya pengobatan yang
dilakukan oleh Pemohon sudah dilakukan baik secara medis maupun
pengobatan secara tradisional, pada tanggal 5 Juni 2018 Pemohon dan anak
pertama Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di
XXXX XXXXXXX XXXXX  XXXXXXXXX  XXXXX XXXXXXXXX XXXX, sedangkan Termohon
tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, dan setelah
anak kedua berumur 4 tahun, orang tua Termohon menyerahkan anak kedua
Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dengan alasan pihak keluarga
Termohon tidak mampu untuk mengurus anak tersebut, dikarenakan
Termohon juga masih dalam perawatan dan pengobatan, sejak itulah antara
Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya,
dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi
ada komunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 27 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti
P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2015,
hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
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sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon
serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama
dikarenakan Termohon mengidap sakit jiwa/stres dan belum dapat
disembuhkan;

- Bahwa gejala yang sering Termohon alami adalah sering diam dan tiba-
tiba berbicara sendiri, tertawa sendiri, orang tua Termohon juga telah
mengantarkan kedua anak Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama
Pemohon karena Termohon tidak sanggup mengasuhnya;

- Bahwa Termohon sudah sering dibawa berobat baik medis maupun
alternatif, Termohon juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Bengkulu,
namun Termohon belum juga sembubh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
mengalami keretakan, akibat Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama
dengan Termohon dikarenakan Termohon mengidap atau mengalami gangguan
mental, dan hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban masing-

masing, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung
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sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya
sudah tidak saling komunikasi selama berpisah bahkan Pemohon telah
menyatakan dalam kesimpulan untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan Pemohon untuk
bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan
Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon
(PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon
(TERMOHON);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Bintuhan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bintuhan pada hari tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I dan Rahmat
Yudistiawan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tri Aji
Pamungkas, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H.,
Hakim Anggota M.H.

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 500.000,00
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- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).
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